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ABSTRAK 
Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pedofilia  
menitikberatkan kepada perlindungan hukum bagi korban pedophilia dari sudut  hukum  perlindungan anak. 
Khususnya pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman macam-macan kekerasan seksual/pedofilia yang 
dapat memberikan dampak anak menjadi malu, rendah diri, mengalami luka fisik, kerusakan alat reproduksi  
bahkan akibat tersebut bisa  membekas hingga anak dewasa dan juga memberikan pengetahuan tentang adanya 
sanksi pidana terhadap pelaku pedopilia. Pengabdian masyarakat di RPTRA Kedoya Utara, Kecamatan Kebun 
Jeruk Jakarta Barat pada Senin, 12 November 2018 dalam bentuk penyuluhan dan posbakum dilakukan dengan 
cara memberikan ceramah, disertai contoh-contoh kasus yang aktual dan sering terjadi dalam masyarakat. 
Kepada peserta penyuluhan diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan hukum 
perlindungan anak atau hal lain yang berhubungan dengan hukum. Dengan demikian tujuan pengabdian 
masyarakat  dapat tercapai yaitu masyarakat memahami serta memiliki pengetahuan tentang perlindungan anak, 
masalah pedophilia,  muatan yang dilarang dan sanksi pidana pelaku pedopilia.  
Kata kunci: Anak, Korban Tindak Pidana Pedopilia dan Hukum Perlindungan Anak  
 
I. PENDAHULUAN  
Kehidupan anak dewasa ini, terlebih di negara berkembang sangat memprihatinkan. Posisi kedudukan anak 
sangat lemah dimana anak sangat tegantung pada orang-orang di sekitarnya, khususnya pada oangtua. Anak dalam 
perkembangannya banyak mengalami kekerasan seksual atau pedofilia. 
Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu paidos yang berarti anak-anak dan philia berarti cinta.  Jadi 
pedofilia sering diartikan kecendrungan orang dewasa  pria dan wanita untuk melakukan aktivitas seksual berupa 
hasrat ataupun fantasi impuls seksual dengan anak-anak kecil atau dibawah umur. Pedofilia mempunyai klasifikasi 
4 jenis pedofilia: 
1. Hedephile, ketertarikan seseorang baik emosional maupun seksual terhadap anak usia menjelang pubertas 
sekitar 11 – 14 tahun baik sejenis ataupun lain jenis. 
2. Ephebophiles, ketertarikan terhadap anak usia 15-16 tahun. 
3. Teleiophile, penyimpangan seksual pedophilia yang menyukai anak yang sudah lewat pubertas berusia 17 
tahun. 
4. Gerontophiles, ketertarikan seksual kepada orang yang berusia jauh diatasnya (usia kakek dan neneknya). 
Contoh kasus yang dilakukan pedofilia oleh Robert Ellis 2015, mencabuli 11 anak perempuan di Tabanan 
Bali, dengan modus mengajak anak maupun berbelanja dengan memberi uang Rp. 100.000 sampai Rp 300.000  
dan diajak ke rumahnya,  atau Agus Dermawan 2015 melakukan pelecehan seksual dan menghabisi nyawa dan 
berinisial PNF dan 12 anak lainnya  dengan di cekoki  anak dengan narkotika. 
 
Sedangkan alasan terjadinya pedofilia antara lain: 
 
a. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakan hukum 
b. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedofilia yang kian canggih 
dengan fasilitas internet untuk mencari mangsa. 
c. Faktor kemiskinan di Indonesia semakin buruk membuat anak-anak kian rentan  terhadap beberapa bentuk 
kejahatan eksploitasi . 
 
Dampak yang dialami para korban pedofilia tidak saja menimbulkan luka fisik tetapi juga luka bathin yang 
selalu membayangi anak yang menjadi korban pedofilia. Oleh karena perlu ada penambahan sanksi lebih berat 
lagi kepada pelaku pedofilia. Pendapat Arist Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak mengusulkan kebiri 
bagi pelaku kejahatan seksual sebagai sanksi pemberatnya. Sedangkan Presiden Jokowi setuju  sebagai sanksi 
pemberat berupa sanksi hukum kastari atau pengebirian untuk pelaku pedofilia. Pengebirian ini akan dilakukan 
secara kimia dengan obat-obat khusus. Kejaksaan Agung menyebutkan pengebirian secara kimia adalah dengan 
cara menyuntikan hormon wanita kepada pelaku pria, sehingga gairah seksualnya menurun. Menurut Menteri 
Kesehatan Nafsiah Mboi, Kastrasi kimia di sejumlah negara sudah merupakan salah satu pengobatan yang 
dilakukan sebagai pencegahan bagi pelaku kejahatan seksual, selain pelaku diperiksa secara psikologis dan medis 
untuk mengendalikan libidonya. Hal ini mendorong Pemerintah melakukan beberapa kali perubahan peraturan 
mengenai perlindungan anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014 
tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada salah satu pasalnya membolehkan 
hakim menjatuhkan pidana kebirian.  
 
II. PERMASALAHAN 
1. Banyaknya kasus yang berhubungan dengan pedofilia, menyebabkan timbul keresahan pada orang tua, 
termasuk pada pendidik, aparat negara dan aparat penegak hukum. Untuk itu diperlukan sosialisasi 
Peraturan mengenai Perlindungan anak, KUHP, dan aturan lain yang terkait, guna memberikan 
pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan berguna sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan 
meminimalisir adanya korban tindak pidana pedofilia. 
2. Edukasi tentang seluk beluk pedofia, perbuatan yang dilarang,  ancaman / sanksi pidana, bentuk 
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia, diperlukan bagi masyarakat, dikarenakan 
peran masyarakat sangat diperlukan untuk pencegahan, penanggulangan dan perlindungan korban tindak 
pidana pedofilia, maka UU No 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , UU no 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan UU No 23 Tahun 2002 dan UU No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak. 
3. Penjatuhan pidana kebiri, menjadi pertimbangan sendiri bagi praktek sistem peradilan pidana Indonesia. 
Merupakan hal yang harus diketahui bagi masyarakat dan calon penjahat lainnya, sehingga urung untuk 
melakukan tindak pidana tersebut. 
 
III. TUJUAN KEGIATAN 
1. Guna melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat sebagai program 
kegiatan dari pendidikan dan pengajaran, dengan memberikan penyuluhan dan bantuan hukum yang 
memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dapat mengena pada sasaran; 
2. Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang perlindungan 
anak, termasuk anak sebagai korban tindak pidana, dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan sanksi 
pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, serta jenis perlindungan yang harus diberikan kepada korban 
pedofilia. 
 
IV. MANFAAT KEGIATAN 
1. Bagi peserta penyuluhan, akan mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai peraturan tentang 
perlindungan hukum korban pedofilia, termasuk perbuatan yang dilarang, sanksi pidana, dan jenis-jenis 
pedofilia.  
2. Peserta penyuluh dapat melakukan cara tindakan yang diperlukan dalam menghadapi masalah pedofilia 
dan korban pedofilia, untuk mencegah dan meananggulangi terjadinya pedofilia. 
3. Bagi Dosen yang memberikan penyuluhan, sosialisasi dan posbakum, akan mendapat umpan balik, dalam 
menerapkan peraturan terkait, serta menambah bahan kajian dalam mata kuliah terkait, serta menambah 
materi untuk penelitian lebih lanjut.  
V. TINJAUAN PUSTAKA 
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh semua pihak dalam hal 
ini pemerintah, pemda, keluarga dan masyarakat. Adapun arti Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 2 UU 
No. 35 tahun 2014 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Pasal 1 angka 1, yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam 
kandungan.  Sedangkan anak menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi dalam 
3 kategori. Sesuai Pasal 1 angka 2, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pada penyuluhan 
ini difokuskan anak menjadi korban tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 11 tahun 2012, “anak 
yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana “.  
Pengaturan mengenai perlindungan anak guna memberikan kepastian hukum bahwa anak sebagai generasi 
penerus  bangsa harus dilindungi baik mengenai hak anak maupun perlindungan terhadap anak yang mengalami 
tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana.. Hak-hak anak dalam Pasal 14 sampai Pasal 17 UU No. 23 tahun 
2002 antara lain:  
 
1. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, 
kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya 
2. perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,  
3. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum 
yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 
4. memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan persidangan. 
 
Dalam uraian sebelumnya dijelaskan pemerintah melakukan beberapa kali perbaikan mengenai perlindungan 
anak antara lain diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 mengenai Larangan “Diantara Pasal 75 dan Pasal 77 disispkan 
10 pasal”, khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak atau kasus pedofilia dimasukkan Pasal 76 D UU No. 
35 tahun 2014 yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 
Ketentuan larangan pidana pun mengalami perubahan dalam UU No. 35 tahun 2014: 
 
1. Ketentuan Pasal 81diubah menjadi   
(1) “Setiap orang melannggar ketentuan dalam Pasal 76 D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan 
palinglama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 
(2)  Ketentuan ini berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain  
(3) Dalam hal tindak pidana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh orangtua, wai, pengasuh anak, pendidik, 
atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dimaksud 
ayat (1)” 
Selanjutnya adanya perubahan lagi terhadap UU No. 35 tahun 2014 menjadi UU No. 17 tahun 2016, Pasal 
81 juga mengalami peubahan menjadi: 
(1)  “Setiap orang melannggar ketentuan dalam Pasal 76 D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan 
paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 
(2)  Ketentuan ini berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain  
(3) Dalam hal tindak pidana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, 
tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari atu orang 
secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dimaksud ayat (1)” 
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga dariancaman pidana juga 
dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud Pasal 76 D 
(5) Dalam hal tindak pidana dimaksud Pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 mengakibatkan luka 
berat, gangguan juwapenyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi eproduksi, dan/atau korban 
meninggal dunia pelaku dipidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun 
(6) Selain dikenakan pidana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat 
dikenai pidna tambahan berupa pengumuman identitas pelaku 
(7) Terhadap pelaku dimaksud ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenakan berupa kebiri kimia dan pemasangan 
alat pedeteksi elektronik 
(8) Tindakan dimaksud ayat (7) diputus bersama-sama dengan pidana poko dengan memuat waktu 
pelaksanaan 
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak 
UU No. 17 tahun 2016 m enambahkan pula Pasal 81 A yang berbunyi 
(1) “tindakan yang dimaksud Pasal 81 ayat (7), dikenakan jangka waktu paling lama 2 tahun dan 
dilaksanakan setelah terpidana menjalankan pidana pokok 
(2) Pelaksanaan dimaksud ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yag 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan 
(3) Pelaksannaan kebiri kimia disertai   rehabilitasi 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindkan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 
Kewajiban perlindungan anak mengubah Pasal 21 UU No. 23 tahun 2002 dengan Pasal 21 UU No. 35 tahun 
2014 menjadi Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga menyertakan peran serta masyarakat dengan 
melibatkan organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati selain orangtua dan keluarga (Pasal 22, 23, 24 dan 
Pasal 25). Guna menunjang peran pemerintah melakukan perlindungan terhadap anak dibentuklah Komisi 
Perlindungan Anak (KPAI) diatur dalam Pasal 74 UU No. 23 tahun 2002 aturan ini diperbaikan dengan Pasal 75 
UU No. 35 tahun 2014, ”membolehkan Pemerintah Daerah membentuk KPAI Daerah  atau lembaga sejenis guna 
mendukung pengawasan penyelenggara anak daerah. Sedang tugas KPAI diubah dari Pasal 74 UU No. 23 tahun 
2002 menjadi Pasal 76 UU No. 35 tahun 2014 mengatur masalah:  
 a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak 
b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang perlindungan anak 
c. Mengumpulkan data dan informasi tentang perlindungan anak 
d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai anak  
e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran anak 
f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak 
g. Memberikan laporan kepada phak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang 
ini. 
 
 VI.   METODE PENGABDIAN 
Penyuluhan hukum dan Posbakum, dilakukan dengan cara memberikan test tentang pengetahuian peserta 
mengenai perlindungan hukum terhadap korban pedofilia, setelah itu diberikan ceramah selama 30 menit pertama, 
kemudian disambung tanya jawab, beserta diskusi kasus yang ditanyakan dan dilanjutkan tanya jawab mengenai 
permasalahan hukum lainnya sebagai pelaksanaan posbakum. Setelah itu diberikan lagi test berupa kuesioner 
mengenai tingkat pengetahuan tentang materi yang disuluhkan. 
Dari hasil pertanyaan dan hasi test dapat diketahui tingkat pengetahuan peserta penyuluhan dan posbakum. 
Untuk kemudian di evaluasi, guna mendapatkan tingkat pengetahuan dari para peserta. 
 
 
VII.   HASIL DAN PEMBAHASAN  
Dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak haruslah memperhatikan asas-asas perlindungan anak 
sesuai Pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 ialah: 
 
a. Non diskriminasi  
Arti semua hak yang diakui dan terkannndung dalam peraturan perlindungn anak diberlakukan kepada 
setiap anak tanpa pembedaan baik jenis kelamin, budaya, ras dan agama 
b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak  
Hal ini harus disadari oleh semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dan 
pengambilan keputusan guna masa depan anak bukan menggunakan ukuran orang dewasa tetapi harus 
untuk kepentingan anak tersebut. 
c. Hak hidup, kelangsungan Hidup dan Perkembangannya  
Prinsip ini menegaskan negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya 
karena hak hidup adalah sesuatu hak yang melekat pada diri anak tetapi hak asasi dari Tuhan. Negara 
hanya menyediakan sarana dan prasarana dan ini diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap 
hak-hak anak 
d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak 
Prinsip ini menegaskan anak memiliki otonomi kepribadian dan anak jangan diposisikan sebagai mahluk 
yang lemah. Anak juga memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu 
sama dengan orang dewasa. 
  
Adapun yang berkenanan dengan pedopfilia ada 1 Pasal yaitu: Pasal 76 D, “Setiap orang dilarang melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 
Sedangkan unsur-unsur Pasal 76 D ialah: 
 
a. Setiap orang 
Merujuk pada pelaku yang menurut undang-undang perlindungan anak dapat berupa orang 
perorang atau korporasi (Pasal 1 angka 17). Selain itu unsur perorangan disini dapat menjadi pelaku 
menururt Simon apabila pelaku tersebut memiliki kesalahan dan mampu bertanggungjawab 
Sedangkan Moeljatno, Tindak Pidana ialah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana, dilarang dan 
diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Dengan demikian pelaku 
tersebut menyadari perbuatan tersebut melawan hukum dan dia memang menghendaki akibat dari 
perbuatan itu  
b.  Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak  
Penjelasan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16: “setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, 
termasuk ancman untuk melakukan, perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum.  Sedangkan anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1  adalah “Seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk yang dalam kandungan”.  
c. Persetubuhan dengan anaknya  
 Arti persetubuhan menurut Soesilo ialah peradulan antara anggota  kemaluan laki-laki dan perempuan  yang 
biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki  harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga 
mengeluarkan air mani. 
 
VIII.   SIMPULAN    
Berdasarkan hasil penyuluhan dan diskusi kepada para peserta penyuluhan dalam pengabdian kepada 
masyarakat, diperoleh kesimpulan: 
 
1. Pada umumnya masyarakat mengetahui mengenai kejahatan seksual yang dituju kepada anak-
anak/dibawah umur yang dikenal dengan pedofilia, baik dari media masa, media sosial, keterangan 
saksi korban atau orang tua korban. 
2. Masyarakat sudah mengetahui adanya jaminan perlindungan dari negara, terhadap korban pedofil, 
serta peraturan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan anak. 
3. Tingkat keingintahuan masyarakat yang tinggi menolong penyuluh menyampaikan penyuluhan 
tentang pengetahuan masalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pedofilia 
4. Kesadaran hukum tumbuh dalam masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya sanksi pidana 
pada pelaku pedofilia 
 
Saran 
1. Masyarakat diharapkan mencari tahu mengenai pedofilia, sehingga dapat mencegah menjadi korban 
pedofilia 
2. Negara bekerja sama dengan aparat kelurahan/desa guna memberi pengetahuan tentang hukum 
perlindungan anak, khususnya masalah kekerasan seksual kepada anak/dibawah umur yang dikenal 
dengan pedofilia 
3. Masyarakat agar berperan aktif mengawasi pergaulan anak dibawah umur sehingga terhindar dari 
pedofilia 
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